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PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

POLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI
NEGERI SIPIL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi dan menjamin
obyektivitas serta kesinambungan pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman
Modal, dipandang perlu adanya Pola Pembinaan dan
Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang
Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai
Negeri Sipil Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3134);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang
Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3138);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
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Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal;

14. Peraturan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi
Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL TENTANG POLA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR
PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah
Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk
dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah unsur
aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh
kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan
pembangunan.

3. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam
suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok
dalam jangka waktu tertentu.

4. Pengadaan Pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong
yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran,
penyaringan, pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi
PNS.

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi yang meliputi
struktural maupun fungsional.

6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu
satuan organisasi negara.

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang terdiri dari:
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a. Jabatan Fungsional Khusus yaitu jabatan fungsional yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Presiden seperti Widyaiswara dan Auditor;

b. Jabatan Fungsional Umum yaitu jabatan Staf atau Pelaksana.

8. Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai adalah pola pembinaan
pegawai yang menggambarkan jalur pengembangan karir sesuai
kompetensi jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan struktural,
pendidikan dan pelatihan teknis serta masa jabatan sejak pengangkatan
pertama sampai dengan pensiun.

9. Mutasi adalah perpindahan pegawai dari jabatan yang satu ke jabatan yang
lain melalui alih tugas (tour of duty) dan/atau alih wilayah (tour of area)
baik secara vertikal maupun horizontal.

10. Mutasi Horizontal adalah perpindahan jabatan dan atau perpindahan
wilayah kerja pada jabatan yang setingkat untuk memperluas pengalaman
dan dalam rangka menuju pengembangan karir berikutnya.

11. Mutasi Vertikal adalah promosi dari suatu jabatan tertentu ke jabatan yang
lebih tinggi.

12. Pengembangan Karir adalah pengembangan pegawai secara menyeluruh
dalam suatu pola peningkatan kemampuan diri pribadi melalui tahapan atau
jenjang jabatan yang ditempuh sejak dari pengangkatan pertama sampai
dengan memasuki masa pensiun (purna bakti).

13. Pembinaan Pegawai adalah kegiatan terprogram/terarah/ terencana dalam
rangka pengembangan potensi pegawai agar dapat melaksanakan tugas
dengan baik melalui pengembangan diri, pembinaan oleh atasan langsung,
pendidikan dan pelatihan serta mutasi.

14. Karir adalah suatu kedudukan atau jabatan yang dipangku oleh seorang
pegawai pada suatu organisasi berdasarkan kompetensi keahlian dan
pengalaman kerja.

15. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, yang selanjutnya disebut Diklat,
adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan kemampuan PNS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pola Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS BKPM
yaitu :
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